KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Yih. 1. Para Fejabat Pembing Kepegawaian Pusat
2. Para kepala Kantor Wilayah Dirsktorat Jenderal Ferbendaharaan
3. Para Kepala Kantor Palayvanan Perbencaharaan Megara

SURAT EDARAN SERSAMA,
CIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN DAN KEBALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Momar: BE 19 /PE2014
Marnor : 1/SER2014

TENTANG
TINDCAK LANJUT PERUBAHAN BATAS USIA PENSIUN BERDASARKAN
UNDANG UNDANG NOMOR § TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL MEGARA, DAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PEMEE RHENTIAMN PEGAWA
KEGERI SIPIL YANG MENCARA| BATAS USIA PEMSIUM BAGH FEJABAT FUNGSIOMAL

&, Umum

Berdasarkan Undang-Lindang Momar 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Slpll Negara dan
Peraturan Pemerintah Momor 21 Tahun 2014 tentang Pembenhwentian Pegawal Megeri Sipil
Yang Mencapai Balas Usia Pensun Bagi Pejabat Fungsional, pedu menyampaikan ptunjuk
kepada Fara Pejabat Pembina Kepegawsian Pusat, Para Kepala Kantor Wilayah Direkorat
Jenderal Perbendzharaan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Megara mengena
tindak lznjut pelaksanaan dan pembayaran gai Pegawai Meger Sipll berkenaan dergan
perubahan batas usia pensiun dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan pedoman/petunjuk bagi Pejabat Permbina Kepegawalan calam menindaklanjuti
perubshan  batas usia pensiun Pegawsi  MNeger Sipl den bag  Kantor Pelayanan
Perbendaharsan Negara dalam melaksanakan pembaya‘an gaji kepada Pegawai Neger Sipil
yand menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (setara dengan jabatan struktural eselan | dan
eseon ||}, Jabatan Administrasi (setara cengan |abatan struktural eselon 1l ke bawah), dan
Jabaten Fungsional sesuai Urdang-Undang Momor 5 Tehun 2014 tentang Aparatur Sipil
Megara dan Peraturan Pemerintan Momer 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai
Megeri Sipil Yang Mencapsi Batas Usia Pensiun Eagi Pejabat Fungsional.

C. Ruang Ling<up
1. Pelaksanaan ketertuan batas usia pansiun dan pembayaran naji bagi Pegawai Megeri Sipil
yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinagi-
2. Pelaksanaan ketentuan batas usia pensiun dan pembayaran Qaji bagi Fegawai Megeri Sipil
vang menduduki Jabatan Administrasi: dan
3. Felaksanasn ketentuan batas usis pensiun dan pembayaran gaji bagi Pegawai Negeri Sipl
yang menduduki Jabatan Fungsional, ('H,



D. Dasar

1.

Undang-Undana Momeor 5 Takun 2314 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 MNomor B, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indoresia Momor 5494),

Paraturan Pemernntah Momor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Palaksaraan Anggaran
Pendapatan dan Belanjs Megara (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2013
Momar 103, Tambahan Lemoaran Megara Reputdik Indonesia Nomaor 52231,

Peraturan Pemerintah Hemor 21 Tahun 2014 fentang Pemberhentian Pegawal Megern Sipil
Yang Mencapai Balas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2074 Momor S8),

Peratuaran Menteri Keuangsn Mormor 1S00PME.DS2012 tentarg Tata Cara Pembayarsn
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Megara (Berita Megara
Repuilik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181).

Surat Kepala Badan Kepegawaian Megara homor K.25-300/.7-399 tanggal 17 Januzsn
2014 perihal Batas Usia Fensiun Pegawai Neger Sipil,

Surat Kepalz Badan Kepegawaian Megara Momer K.26-300% 28-6/00 tanggal 11 Marst
2014 perihal Penjelasan Terhadap Pegawal Megeri Sipil (PHNS) Yang Masih Dersedia/Midak
Bersedia Lag Melaksanakan Tugas.

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negare Momor C | 26-300° 43-9/06 tanggal 16 April

24 perhal Pelaksanaan Batas Usia Pension (BUPY sesuai Undang-Undang Momor S
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

E. Katentaan Umum

1.

Aparatur Sipil Hegara  vang selanjutnya disebut Pegawai ASM adalah pegawai nagen sipil
dan pegawal pemerintah dengan perjanjian kerjg yvang diangkat oleh pejabat pembing
kepegawaiannya dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disarahi lugas
negara kainnya dan digaji berdasarkan peraluran perundang-uncargan,

Pegawal Meger Sipil yang selanjutriya disingket PNES adalah werga negara Indonesa yang
memenuhi syarat tertentu, diangkat sebaga Pegawal ASN secara lelap cleh pejabat
pembina kepegawaian untuk menduduki jakatan pemarintahan,

Jabatan Aparatur Sipil Megara terdin asas:
a. Jabatan Administrasi;

k. Jabetan Fungsional; dan

c. Jabatan Pimpinan Tinggi.

Jabatan Administrasi terdiri atas:

a. Jabatan Adminisirator,

b. Jabatan Pengawas, dan

6. Jabatan Pelaksana.

Jabatan Pimpinan Tinggl terdin atas:

a. Jabatan Pimpinan Tinggl Ltama;

2. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; dan

& Jabatan Pimpinan Tinggi Pralama.

PNS diterhentikan dengan homat karana mencapai balas usia pensun, yaitu:

a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pajabat Adminlst-asl;

b, B (enam puluh)tahun bagi Pejabat Fimpinan Tinggi; dan

c. sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-urdangan bagi Pejabat Fungsional,
Penyatzraan jahalan PME ditentukan:

Jabalan esalon la Kepala lambaga pemerntah nonkermenterian satara dangan Jabatan
Fimpinan Tinggi WMama;

Jabatan eselon la dan eselon b sstara dengan Jabatan Pimpiran Tinggi Madya,
Jabatan eselon Il setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

Jabatan eselon ll s2tara dengan Jabatan Adminisirator;

Jabatan eselon I setara dengan Jabalan Pengawas; dan Gﬁ’
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. Jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan Jabatan Pelaksara.
sampai dengan berakunya peraluran pelaksanaan mengenal Jabatan ASN dalam
Undang Undang Aparatur Sipil Megara.

Pelaksanaan ketentuan batas usia pensiun dan sembayaran gaji bagi PNS yang menduduki
Jabatan Pimpinan Tinggi

;

Tarhitung mulai saat berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (15 Januari 2014)
maka batas usia pensiun Pejabat Pimpinan Tinggl (Pejabat Pimpinan Tinggi Utama,
Pejabal Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. yang sebelumnya
dikenal sebagai pejabat struktural eselon | dan eselon II) adalah 60 {enam pulub) tzhun
Banpa melalui mekanizme perpanjangan oleh Fejabat Pembina Kepagawaian.

Pambayaran gaji kepada PMS yang menduduki jabalan sebegeimana dimaksud pada
angke 1 dihentiken pada bulan berkutnya setalah pejabat tersebut mencapal usiz 60
fenam puluh) tahun,

Dalam hal terdapal PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi belum berusiz 60
fenam puluh) tahun, berlaku ketentuan sebagai berikut:

4. apabila telah diberhentkan dari abkatannya dan belum diterbitkan sural keputusan
pemberhentian dengan harmat sebagai PNS, maka terhadap PNS dimaksud berlaku
batas Jgia pensiun dan dibarikan pembayaran gaji sampal dengan usia 58 {lima puluh
delapan) Ehun;

b. apabila telah diberhentikan dari jabalannya dan usianya 58 (lima puluh delapan) tahun
atau |ebin, maka dibernentikan sebagai PNS dan dinentikan pembayaran gajinya
terhitung mulal tanggal * bulan barkutnya setelah pemberhentan dari jabatannya;

c. apabila telah diberhentkan dar abatannya dan keputusan pemberhentian dengan
hormat sebagai PMS telah ditetapkan kasena mencapai batas usia pensiun 56 (ima
puluh enam) tahun atau lebih dan pemberhentannya sebagai PNS ditetapkan ber aku
terhilung mulai akhr Januzn 2014 dan setarusnya, maka

1) apabia bersedio melanjutkan melaksanakan tuges, betas usia pensiunnya adalah
28 (lima puluh delapan) ahun;

£} apabila tdak bersedia melanjutkan melaksanakan fugas, diberbentikan sebagai
FNS tarhulung mulai akhir bulan yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun,

d. gaji PNS sabagaimana dimaksud pada huruf ¢ angka 1) dapat dibayarkan sampai
dangan usia 58 (lima puluh delapan) tahun dengan cetentuan sebagai bardoot

1+ apabla Surat Keterangan Penghenfian Pembayaran (SKPF) Gaji PNS yang
persangkutan telah diterbitkan dan satker terkait gajinya dapat dibayarkan kembali
setelah surat kepulusan pemberhenfiannva sebagai PM3 dan SEPP-nya
dicabutiditinjau kembali;

21 apabila SKPP Gaji PNS yang bersangkutan belum diterbitkan dand satker terkait,
gajinya dapat dibavarkan kewmbali safelah surat keputusen pemberhentiannya
sebagai PNS dicabutf ditinjau kembali,

& gaji PNS sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ angka 2) dihentikan pembayarannya
mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah pemberhantiannya sebagai PMNS.

Dalam hal terdapat PNE yang sebalumnya menduduki Jabstan Pimpinen Tinggi dan
sedang menjalanl masa bebas Wwoas alau masa persiapan pansiun, beraku ketentuan
sebagal berlkut:

d. apabla pada saal berakhimys masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun
berusia 58 (lima puluh deapan) ahun atau lebih, maka diberhenfikan sebagai PM3
dan dikentikan pembavaran gajinya terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnyz setelah
berakhimya masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun;

b. apabila pada saat barakhiriva masa bebas lugas afau masa persiapan pensiun belum
hemigia 58 (lima puluh delapar) tabun dan surat keputusan pemberhentian ssbagai
PMNS belum diterbitkan sarta bersedia melaksanakan tugas kembali, maks berlaku
batag usia pensiun dan dibayarkan gajinya sampai mencapai usia B8 (lima puluh
dalapan) tahun;

c. apabila pada saat berakhirya masa bebas fugas atau masa persiapan pensiun belum
bemusia S8 (lima puluh delapan) tahun dan surat keputusan pemberhentlan sebagal
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FMN3 telah diterbitkan serts bersedla melaksanakan tugas kembali, meks berlaku batzs
Esia pensiun 58 (lima puluh defapan) tabun, Pembayaran gaji terhadap PME tersebut
adalah:

1) apabila Surat Keterangan Penghentian Pambayaran (SKFP) Gaji PNS vang
bersangkutan telah diterbitkan dari satker terkait, cajinya dibayvarkan kembali
setelah surat kepuatusan pemberhentiannya sebsgei PNS dan SKPP-nva
dicasutiditinjau kembali;

2) apabila SKPP Gaji PMS yang bersangkutan belum diterbitkan dari satker
tarkait, gajinya dibayarkan kembali estelah surat kepulusan pemberhentiannya
scbagai PMNS dicabut! ditinjau kambali.

d.  Apabila PMNS sebagaimana dimaksod pada huruf b tidak bersedia melaksanakan
lugas karmbali, maka PHS yang bersangkutan menyampaikan permehonan berhertl
kepada Kepala Badan Kepegawsian MNegara®epala Kantor Regional Badan
Kepegawaian Megara.

a. Apabila PMNS sebagaimana dimassud pada huruf c tidak bersedia melaksanakan
tugas kembal, maka Surat Keputusan Pemberhentianaya tetap beraku dan
pembayaran gajinya dinentikan mulai bulan berikutnya satelah pamberentian PRS
yang bersangkutan.

2. Usul permaohonan pembarheslian sebagaimana dimakeud pada angka 4 huruf d
disampaikan kapada Kepala Badan Kepegawaian MegaraMepala <antor Regional
Badan HKepegawsien Megara dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pelayanon
#epogawsian [(BAPK) dan selanjutnye ditetapkan oleh Presiden bagi PNS yang
oerpangkat Pembina tame Muda golongan mnuang Wie ke atas dan Kepaa Badan
Kepegawaian MegaraMepaa Kantor Regional Dadan Kepegawaian Negara bagi PNS
yang berpangkat Pembina Tingkat | golongan ruang VWE ke bawal:.

G Pelaksanaan ketentuan balas usia pensiun dan pemoayaan gaji bagi PNS yang
menduduki Jabatan Adminisirasi

Terhitung mulai saat barlakunya Undang-Uadang Momaor § Tahon 2014 (15 Januan
2014) maka balas usia pensiun Pejabat Administrasi LJabstan Eselon [, Jabatan
Ezelon [V, Jabatan Eselon WV dan Pelaksana) adalzh 58 Tahun.

2. PHN3 vang menduduki Jabatan Adminslrasi dan kepulazan pemberhentian cengan
hormal seagal PHS belum dilelapkan karena mencapai balas usia osnsiun 58 (lima
puluh enam) tahun serta pembarhentizannya berlaku ferhitung mualal akhir bulan
Januari 2014 dan bulan-bulan berikuinya, berlaku batas usia pensiur dan dibayarkan
gajinya sampai mencapai usia 58 (lima puluk dzlapan) tahun.

4. Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak bersedia melanjutkan
bertugas sempai dengan usia 53 tahun, maka PNS vang bersangkutan menyampaikan
usul permohonan berhenti kepada Kepala Badan Kepegawaian NegaraMepala Kantor
Regional Badan Kepegawaian Megarz dengan menggunakan Sistem  Aplikasi
Pelavanan Kepegawaian (SAPK) dan selanjutnya ditetapkan oleh Presiden bagi PMNS
vang berpznckat Pembina Utama Muda golongan ruang IWWe ke atas dan Kepala
Badan Kepagawaian Megara'Mepala Kantor Regional Badan Kepsgawsaian Magara
bagi PMZ yang bempangsat Pembina Tingkat | gelongan neang Wb ke bawah.

4. PNS yvang menduduki Jabatan Adminisirasi dan keputusan pembernentian cengan
hormat sebagai PHNS telah ditetapkan karena mencapai batas usia pensiun 56 (lima
puluh enam} ahur serta semberheantiannya citetapkan beraku terhitung mulai akhir
bulan Januan 2014 dan bulan-bulan berikutnya, maka pembayaran gajinya dihentikan.

§  Terhadap PME yang menduduki Jabatan Administracsi sebagaimana dimaksud pada
angka 4 beraku ketentuan sebagai bariku:

a. apabila PNS yang bersangkulan bersedia melaksanakan tugas sampai usie H8
Labian sural kepulusan permberhenbian dan pensionnya dicabutiditinjau kembali.
b. apabila PNS yang barsangkutan tidak bersedia malaksanakan tugas sampai usia
68 sahur maka surat keputusar pemberhentian dan pensiunnya tetap berlakw.
c. Pembayaran kembali gaji NS sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan
1) apabila SKFF Gaji PNS yang bersangkutsn telah diterbitkan dari satker tarkait,
gajinya dapat dibavarkan kembali seielah Surat Keputusan pemberhentiannya
zebagaoi PHNS dan SKFPP nya dicabut/ditinjau kembali, ﬂ;[‘
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2) @pabila SKPF Gaj PHNS yang bersangkutan belum diterbbkan darl sstker
terkait, gajinya dapat dibayarkan kembali selelah  Surat  Keputusan
pemberhentiannya sebagai PNS dizabutditinjau kembali.

H. Pelaksanaan ketentuan batas usa pensiun dan pembayarar gaji bagi PHMS vang
menduduki Jabatan Fungsional

1. Batas usia pensiun PNS yang mencuduki Jabatan ~ungsional yaltu:

a.

b.

F.

38 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Fungsional Ahli Muda dan &hli Pertama

serta Pejabat Fungsional Keteramgilan;

B0 [enam puluh) tahun bagi PMS vang memangku:

11 Jabatan Fungsicnal Al Ulaima dan Ahd Madya,

21 Jabatan Fungsiconal Apcleke;

3) Jabatan Fungsional Dokter yang ditlugeskan secara penuh pada  unit
pelayznan kesehatan negeri;

4] Jabstan Fungsional Dokter Gigi vang ditugaskan secara penuh pada wunit
pelavenan kesehatan negeri;

%)  Jabatan Fungsicnal Dokter Pendidik Klinis Muda dan Pertama

6] Jabatan Fungsional Medik Veteriner;

71 Jabatan Fungsional Penilik;

8) Jabatan Fungsional Fengawas Sekolal;

%) Jabatan Fungsionsl Widyaiswara Madya dan Muda; atau

10} Jabatan ~ungsicnal lain yang ditentuan oleh Presiden.

ES [anam puluh lima) lahun bagi PHS yvang memangku!

1] Jabastan Fungsional Panelit Wsma dan Penelit Madva yang ditugaskan
aecara panuh di bidang penelitian;

2] Jabaeten Fungzicnsl Dokter Pendidik Klinis WHama dan Madya,

41 Jabatan Fungsional Widyaiswara Lhema;

4] Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Utama;

51 Jabalan Fungsionzl Ferskayasa Ulama,

&} Jabalan Fungsionzl Puslakawan Ulama.

T} Jabatan Fungsionzl Frantata Muklir Utama; atau

£} Jabatan Fungsionzl lain yang ditentuxan oleh Presiden.

FNS yang pada tanggal 30 Januan 2014 sedang menduduki Jabatan Fungsional
Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Penyelia selain Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada bhuref b, vang sebelumnya batas usia pensiunnya dapat
diparpanjang sampai dengan €0 fenam puluh} tahun, maks batas usia pensiunnya
adalah B0 fenam puluh) tahun.

PHMS yang diangkat setelah tanggal 30 Januari 2014 dalam Jabatan Fungsional Ahli
Muda, Ahli Pertarma, dan Penyelia sebagaimana dimaksud pada huruf o, batas usia
pansiunnya adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.

PMS yang menduduki Jabatan Fungsional lain yang dtentukan Undang-Undang,
batas usia pensiunnya sesuai ketentuan Undang-Undang berkenaan.

2. PMS yang menduduki Jabatan Fungeional yang berdasarkan ketsnuan perundang-
undangan sebelum berlakunya Pergturan Pemerntah Momor 21 Tahun 2014 felzh
mencapal batas usia persiun pada akhir bulan Janueri 2014 stau bulan-bulan
berikutrya:

=

apabila belum diterbitkan Surat Keputusan pemberhentian sebagai PNS, maka
gajinya dibayarsan sampai dengan batas usia pensiun sebagaimana citetapkan
dalam Peraturan Pemeriniak Momor 27 Tabun 2014,

apabila belum diterbitkan Sural Keputusan pemberhentian sebagai PMS dan
berdasarkan Peraturan Pemerintah MNomor 21 Tahun 2014 mendapatkan
pafpanjangan batas usia pensiun namun tidak bersedia lagi melsksanakan tugas,
maka PMNS dimaksud harus mengajukan permohonzn pembe-hentian dengan
haormat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

apabila telah diterbitkan Surat Keputusan pemberhentian schagal PNS serta fidak
dicabut/ditinjau <embali makes pembayaran gajinya dihentikan,



d, dpabila PNS sebagaimana dima<sud pada hurut ¢ merdapatkan perpanjargan
batas usia pensziun berdazarkan Peratwan Pemenntah Momor 21 Tahun 2014,
masa:

1] apabila SKPF Gajl PNS yang bersangkutan telah diteroitkan dari satker terkait,
dajinya dapat dibayarkan kembali setelah Surat Kepulusan pemberhentiannya
sabagai PNS dan SKPP-nya dicabul'ditinjau kembali;

2] apabila 3KPP Gaji PMS vang bersangkutan belum diterbitkan dan sstker
terkait, gajinva dapat dibavarkan kembezli  sstelah Surat  Keputusan
pemberhentiannya sebagal PMNS dicabubt/ditinjau kembali.

Usul parmohonan  pemberbentian sebagaimana dimaksud  pada hue? b

disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaizn Negarakepala Rantor Regional

Badan kepegawaian Negara dengan menggunakan Sisiem Aplikesi Pelaysnan

Kepagawalan (SAPK) dan selanjulnya diletapkan oleh Presiden bagi PNS yang

bepangkal Pembina LHama Muda golongan ruang Wi ke atas dan Kepsla Bzdan

Kepegawaian MNegaraKepals Kantor Regional Badan Kepegawaian MNegara bagi

FMS yvang berpangkat Pembing Tingkat | golongan ruang Wb ke bawah.

1]

Tala Cara Paninjauan Kembali Surat Keputugsan Pembachantian sebagal FME

1,

Pejabat Pembina Kepegawaian menyampalkan daftar nominatif yang bensl nama
saluruh PNS di lingkurgan masging-masing yang manyatakan bersedia lagi
melaksanakan tugas, kepada Kepala Badan Kepegawaian Megara/kepala Kantor
Regional Badan Kepegawaian Megara sebagai dasar untuk meninjau kembali
KeputusanPertimbangan Teknis pensiun yang telah ditetapkan Kepala Badan
Kepagawaian Negara/Kepala Kantor Reogional Badan Kepegawaian MNegara
zebagaimana dimsksud dalam Lampiran | dan Lampran [

Penyampaian daftar nomiratif sebagaimana dimaksud pada angka 1 diterima Kepala
Badan Kepzgawaian Mzgara’Bepala Kantor Regicnal Badan Kepegawaian Megara
paling lambat 2 (liga) bulan kalender sejak Surat Edaran Bersama ini ditetapkan.
Fepala Badan Kepegawaan Negaralepala Kentor Regional Badan Kepegawaian
Megara mencabulimeninjau kembali Kepulusan Pemberhentian PNS yang mencapai
batas usla pensiun 56 (lims puluh @nam) fahun.

Tala Cara Pembayaran

1

Semua Surat Keputusan kepegawaian yeng terkait dengan pelaksasaan batas usia
pensiun dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Megars harus direkam dalam Aplikasi
GPP (Gaji Pegawai Pusar).

. Pembavaran kembali gaj pegawai yang telah dihentiken sebagaimana dimaksud pada

bagian F ancka 3 huruf d dan angka 4 hurof €. bagan G angka 5 hurof ¢, serta bagian H
angka Z hunuf o, dilskukan bersamezan dengan pembayaran gaji induk salker Derkenasgn
(dalam daftar gaji yang =ama), sedangkan gaji yang belum dilerima pada bulan
sebelumnya ksrena dihentikan pembayarannya digjukan sekaligus melalui SPM gaji
susulan yang dajukan secara erpisah.

Dalam pembavaran gaji bagi PHNS yvang sebelumnya telah diterbitkan surat keputuszn
pemberhentian can telah diterbitkan SKPP. Kuasa Pencguna Anggaran harus
memastikan bahwa tidak terdapat pembayaran ganda (gaji dan wang pensiun) kepada
PHE yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bemmaterai dengan format sebagaimana
dimaksud dalam lampirar |11,

Urtuk keperluan pembayaran gaji sehubungan dengar perubahan batas usia pensiun
senagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini, KPPN agar mengunduh vpdate aplikasi
GPP pada alamal wew. inlra.parbendaharaan.goid dan menyampaiken kepada satker
mitra kerjanya,

Tata cara pengajuan Surat Perinteh Memoaayar (SPM) dan penerbitan Surat Ferintah
Pencairan Dana (SF2D) dilakuken dengan berpedoman pada ketentuan yang mencatur
mengenai Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Balanja Negara.

. Pelaksanzan pembayaran, penghentian pembayaran, dan pembayaran kembali gaji

PMS sshubungan dengan perubahan batas usia pensiun berdasarkan Undang-Undang
nomear § Tahun 2014 merupakan fanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran.
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K. Penutup

1. Kepzla KPEN agar memberitahukan maksud Surat Edaran Bersara ni kepada satker
di witayah kerjenys
Fejabat Fembina Hepegawaan Fusal agan raamberilanukan kepada seluruh unit kera
MAsing-masing untuk menindaklanjull Sural Edaran Barsama ini

Kepala Kantor Wilayah Direklorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi
pelaksanaan Sarat Edaren Bersama ini.

I
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Jemikian untuk dissdomani den dilaksanakan sehagairara meastinya
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LAMPIRAR 1

ELIHAT ENARAY BERSERD,

TIREKTUR JEMSERAL PEABEMDAHARAAH DAK
FLPALA BADAN KEPEANWOIAN NEOARS,
MOMOR 52 W P20

TAMGEAL TE@H-W-“[

THIGK LARIUT FERLIEA-AH BATAS LA PENSILUN BEROASARKAN
LIMDANT LINTIANE: RBOGT 5 TAHLN 2018 TENTARSG APARATUR SIFL
MECGARA DAM FERATURAN PEMERINTAH HOMOR 21 TAHUN 2004
TEWTAMNG  FPEMBERHENTIAN PEGEAWRD MEE=HI SIFL YAld
MFHTARAI RATAS LISIL PEMEIUS BAGI PEIGBAT FUMCEIOALL

KOP SURAT SATUAN KERJA

SURAT FERNYATAAN
Yang batandatangan o bawah iri ;
MNama N B B e Ry e e EE A A R P AP R e et B S S
NIF T T e L s :
FROGRBLTREL - 5 s i e s i S e Sl M e L
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja ..

Sehubungan dengan pengajuan SPM LS Gaji Induk / Susulan PNS yang memperoleh

perparjangan batas usia pensiun, dzngan ini menyatakan dengan sesungguhnya sahwa:

1. Tidak terdapat permbayaran ganda (gaji dan uang pensiun) kepada PNS yang
bersangkutan.

2. Kam bertanggung jawab dan bersedia untuk meryetor ke kas negara zpabila terjadi

pembayarar ganda.

Demikian pemyataan ini dibuat dengan sebenar-benarrya.

Fuasa Pengguna Anggaran
Fepala Satuan Kefja ..o
Mataral
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